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Perkembangan teknologi pada masa sekarang ini telah banyak muncul 
berbagai macam penyedia layanan jasa diantaranya adalah sistem umrah merdeka 
pada aplikasi payten buatan pt. veritra sentosa internasional yang memudahkan 
masyarakat untuk bisa pergi umrah. Adapun praktik jasa ini adalah dari pihak 
perusahaan memberikan kemudahan untuk melakukan perjalanan umrah bagi 
jamaah dengan caramenetapkan pembayaran booking seat sebesar Rp. 3.500.000 
(tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan kekurangannya jamaah bisa mencicilnya 
dengan cara mensponsori mitra lain yang ingin berangkatkat umrah, dari hasil 
mensponsori mitra lain, peserta umrah yang menjadi sponsor akan mendapatkan 
point unit treni (PUT) sebesar 1000 PUT ditambah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu 
rupiah) untuk yang lunas booking seat dan 2000 PUT ditambah Rp. 415.000 
(empat ratus lima belas ribu) untuk yang belum lunas booking seat, apabila 
peserta yang menjadi sponsor bisa mengumpulkan  point sebesar 93000 (PUT) 
akan mendapat kanumrah secara gratis. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum 
Islam terhadap sistem umrah merdeka pada aplikasi payten buatan Pt. Veritra 
Sentosa Internasional, apakah sudah sesuai dengan hukum muamalah dalam 
Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 
menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk  
menyesuaikan antara dalil dengan sistem pembiayaan umrah merdeka pada 
aplikasi payten buatan Pt. Veritra Sentosa Internasional sehingga menghasilkan 
hukum yang dimaksud. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan 
metode wawancara,quisionaredan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti 
menganalisa Adapun analisa metode yang dilakukan adalah dengan melihat dalil-
dalil secara umum yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Multiakad Tentang Sistem Pembiayaan Umrah Sistem Pembiayaan Umrah 
Merdeka Menurut Ulama Hambaliyah Dan Syafi’iyah (Studi Kasus Aplikasi 
Paytren Buatan Pt. Veritra Sentosa Internasional Di Surakarta). sehingga 
keumumannya tersebut dapat bukti secara khusus. 
Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut, 
sistem umrah merdeka pada aplikasi paytren buatan Pt. Veritra Sentosa 
Internasional adalah sah menurut analisis hukum Islam, karena sesuai dengan 
pendapat para ulama yang memperbolehkan multiakad, karena terhindar dari 
multiakad yang dilarang seperti gharar, riba> dan dua akad dalam satu transaksi 
yang di larang. 
 









 The development of technology in the present has been a lot of emerging 
various service providers such as umrah system of merdeka on payten application 
artificial pt. an international sentosa verdict that makes it easy for people to go to 
Umrah. The practice of this service is from the company to provide ease to travel 
Umrah for pilgrims with a way to set booking booking seat of Rp. 3.500.000 
(three million five hundred thousand rupiah), and the shortage of pilgrims can pay 
by sponsoring other partners who want to take umrah, from sponsoring other 
partners, umrah participants who become sponsors will get a point treni unit 
(PUT) of 1000 PUT plus Rp.700.000 (seven hundred thousand rupiah) for the 
paid booking seat and 2000 PUT plus Rp. 415.000 (four hundred and fifteen 
thousand) for the unpaid booking seat, if the sponsoring participant can collect a 
point of 93000 (PUT) will get kanumrah for free. 
 This study aims to find out how the review of Islamic law against the 
system of umrah independence on the application of payten artificial Pt. Veritra 
Sentosa International, is it compatible with muamalah law in Islam. The type of 
this research is field research by using descriptive approach, that is research which 
aims to adjust between postulancy with financing system of umrah merdeka on 
payten application made by Pt. Veritra Sentosa International so as to produce the 
law in question. In collecting this research data using interview method, 
quisionaredan documentation. In this study the researchers analyzed The analysis 
of the methods undertaken is to see the general arguments relating to the 
Overview of Islamic Law Against Multiakad About Umrah Financing System 
Umrah Merdeka Financing System According to Hambaliyah Ulema And 
Syafi'iyah (Case Study of Artificial Paytren Application Pt. Veritra Sentosa 
International In Surakarta). so the announcement can be specifically proof. 
 From the research that has been done obtained the following results, the 
system of umrah independence on the application of payments artificial Pt. Veritra 
Sentosa International is valid according to Islamic legal analysis, because it is in 
accordance with the opinions of the scholars who allow multiakad, because it is 
spared from the prohibited multiakad such as gharar, riba>  and two contracts in a 
banned transaction. 
 
Keywords: Hukum Islam, multiakad, akad qord dengan akad ija>rah. 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang 
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Seiring dengan perkembangannya teknologi, membuat manusia di mudahkan 
dalam segala hal salah satunya untuk memenuhi kebutuhan rohani yaitu beribadah 
Umrah . 
Di tahun 2017, walaupun nilai mata uang dolar terhadap rupiah masih 
cukup tinggi, namun tidak menyurutkan animo masyarakat Indonesia untuk 
mendaftarkan paket Umrah di Alshatour. Hal ini menyiratkan jamaah Umrah 
kemungkinan besar akan datang. Karena para jamaah Umrah tersebut mengetahui 
hikmah dan rahasia umroh.
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Dalam sehari-hari Umrah biasa disebut sebagai Haji kecil, karena rukunya 
hampir bersamaan. Waktu mengerjakannya tidak hanya tertentu dalam bulan 
Rajab saja lagi. Boleh di kerjakan sembarang waktu oleh mereka yang masuk ke 
tanah Haram. Umrah harus dikerjakan dalam keadaan ihram seperti mengerjakan 
haji. Terserah kepada mereka yangmengerjakan Umrah itu sebagai ibadat yang 




Dalam fiqih disebutkan bahwa setiap umat islam itu wajib melakukan 
‘Umrah satu kali seumur hidup.4 Menurut pendapat yang azhhar dalam madzhab 
syafi’i dan menurut madzhab hanbali, hukum umrah adalah sebagai berikut : 
 أمُعألا ََّنأ َِةِلبَانَحألا َدأنِع َُبه أذَمألا َُوهَو ِةَّيِِعف ا َّشلا َدأنِع َُرهأَظ ألْاَو َىلَع ُدَم أَحأ ََّصنَو ، ًةَدِحاَو ًة َّرَم ِرُمُعألا ِيف ٌض أَرف َةَر
 أعُم ِةَر أمُعألا َناَك أَرأ ََّنِلْ ؛ ِّيِّكَمألا َىلَع ُبَِجت َلا َةَر أمُعألا ََّنأ ِتأَيبألِاب ُفاَوَّطلا َاهُمَظ ُُمهأنََعأَز أَجَأُفَهنُولَعأَفي أُمهَو.             
“Pendapat yang azhhar dalam madzhab syafi’i, dan merupakan pendapat yang 
juga dianut madzhab hambali adalah bahwa umrah itu hukumnya wajib, sekali 
dalam seumur hidup. Namun Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan bahwa 
kewajiban tersebut tidak berlaku bagi penduduk kota Makkah karena sebagian 
besar rukun umrah adalah thowaf di Ka’bah, sedang mereka biasa 
melakukannya, maka hal itu sudah mencukupi bagi mereka.
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Banyak sekali Pengusaha yang memanfaatkan peluang bisnis perjalanan 
Umrah yang siap menggantarkan para  Jama’ah yang ingin pergi Umrah ke Tana 
Suci, dengan berbagai segala bentuk fasilitas kenyamana yang di tawarkan dan 
tentunya dengan harganya yang terjangkau.  
Dari uraian latar belakang di atas penulis ingin mencoba mengambil tema 
tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multiakad Tentang Sistem 
Pembiayaan Umrah Sistem Pembiayaan Umrah Merdeka Menurut Ulama 
Hambaliyah Dan Syafi’iyah (Studi Kasus Aplikasi Paytren Buatan Pt. 
Veritra Sentosa Internasional Di Surakarta)”. Aplikasi ini merupakan ciptaan 
dari Ustad Yusuf Mansyur yang semula bertujuan untuk memudahkan dalam 
bertransaksi namun dengan seiring berjalannya waktu agar memudahkan para 
Mitranya untuk beribadah Umrah ke Tanah Suci, maka di buatlah sistem Paket 
Umroh Merdeka, akan tetapi di dalamnya terdapat Sistem Multiakadnya, sehingga 
membuat penulis tertarik untuk menelitinya. 
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, 
maka rumusan permasalahan yang akan diteliti yaitu : 
a) Bagaimana sistem umrah yang di gunakan oleh Sistem Pembiayaan Umrah 
Merdeka Pada Aplikasi Paytren Buatan Pt. Veritra Sentosa Internasional ? 
b) Bagaiman Tinjauan Hukum Islam menurut Pendapat Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Multiakad Dalam Sistem Pembiayaan Umrah Merdeka Menurut 
Ulama Hambaliyah Dan Syafi’iyah (Studi Kasus Aplikasi Paytren Buatan Pt. 
Veritra Sentosa Internasional Di Surakarta). ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin di capai peneliti dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui secara lebih jelas tentang bagaimanakah tinjauan Tinjauan Hukum 





Menurut Ulama Hambaliyah Dan Syafi’iyah (Studi Kasus Aplikasi Paytren 
Buatan Pt. Veritra Sentosa Internasional Di Surakarta). 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut : 
1.4.1 Manfaat Teoritis 
a) Dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan 
khususnya pada bidang Hukum Ekonomi Syari’ah dalam masalah Fiqh 
Muamalah.  
b) Untuk memberikan kemanfaatan guna menambah informasi tentang hukum 
islam, khususnya dalam masalah fiqh muamalah yang berkaitan dengan 
Tinjauan Hukum Islam, serta dapat dijadikan sebagai bahan koreksi guna 
penelitian selanjutnya. 
1.4.2 Manfaat Praktis 
Untuk memberikan kemanfaatan dalam kemudahan menjalankan Ibadah 
Umrah, umumnya bagi masyarakat luas dan khususnya Masyarakat Surakarta.  
 
1.5 Landasan Teori 
Dua Transaksi Di Dalam Satu Akad (Multiakad)
6
  
1.5.1 Pengertian Multiakad. 
Transaksi multiakad termasuk al-uqud mustahdatsah/al-uqud ghairi al-
musamah adalah akad-akad kontemporer yang belum ada dan belum dijelaskan 
dalam kitab-kitab turats. Di antara karakteristik multiakad adalah: (1) pelaku 
akadnya adalah sama, (2) objek akadnya adalah sama, (3) pengaruh akadnya 
adalah sama, (4) pengaruh dari satu akad (wihdatu al-maandzumah), (5) ada 
ta’alluq/muwatha’ah (saling memahami) antara dua akad tersebut. Dari 
karakteristik tersebut bisa disimpulkan, bahwa multiakad adalah: beberapa akad 
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yang didesain menjadi satu paket akad yang memiliki tahapan-tahapan dan 
bagian-bagian akad.  
1.5.2 Ketentuan Hukum Multiakad 
Pada prinsipnya, multiakad itu dibolehkan dalam fiqih Islam jika memenuhi 
syarat-syaratnya karena beberapa alasan berikut: 
1) Tidak ada dali yang melarang uqud mustahdatsah, sesuai dengan dalil: 
َاب ألْاِءَاي أَش ألْا أِيف ُل أَص ألْا.ِميِر أحَّتلا َىلَع ُلأِيل َّدلا ُّل َُدي َّتَُحةَح  
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 
yang mengharamkannya.” 
 
2) Maqasid disyariatkannya akad-akad tersebut adalah memperjelas hak dan 
kewajiban para pihak akad, sehingga setiap pihak mendapatkan haknya tanpa 
didzalimi.  
Nash-nash Al-Qur’an dan Al-Hadits menyebutkan beberapa akad-akad seperti 
jual beli, rahn dan lain-lain, kemudian para ulama menjelaskan rukun, syarat 
dan ketentuan hukum akad-akad tersebut. Akad yang di sebutkan dalam kitab 
turats itu adalah transaksi yang muncul sesuai dengan hajat masyrakat pada 
saat itu. Jika masyarakat saat ini membutuhkan akad baru untuk memenuhi 
hajatnya, maka di perbolehkan selama tidak melanggar ketentuan pokok 
(tswabit) dalam masalah mu’amalat , diantaranya wudhuh, adil dan tidak ada 
dalil yang melanggar. 
3) Dengan alasan pertama dan kedua di atas, jumhur ulama menegaskan bahwa 
jika setiap unsure akad yang ada dalam multiakad itu hukumnya sah, maka 
gabungan akad tersebut itu sah juga (qiyas al-majmu’ ala ahadiha). 
Atas dasar ini, Hanabilah dan Syafi’iyah membolehkan multiakad sebagaimana 
Ibnul Qayyim mengatakan: 
 ُعألا أِيف ُل أَص ألْاَو. ُحأيِح َّصلا ُل أَوقلاَُوهاََذهَو ُهأنَع َىَهن أَوأ ُعِرا َّشلا َُهلَطأَبأاَم َِّلاُإة َّحِصلا ِط أوُر ُّشلاَو ِد أُوق  
“Pada prinsipnya, setiap akad dan syarat yang disepakati dala akad itu 








1.5.3 Kriteria Multiakad Yang Di Perbolehkan   
Oleh karena pada prinsip multiakad di bolehkan dalam fiqih Islam jika 
memenuhi syarat-syaratnya yaitu: 
1) Tidak termasuk akad yang dilarang dalam nash (Al-Qur’an dan Al-Hadits) 
untuk di gabungkan, seperti rekayasa melakukan riba fadl. 
Banyak hadis-hadis Rasullulah Saw. Menyebabkan bentuk-bentuk akad bisnis 
yang dilarang, seperti menggabungkan jual beli (bai’) dan  pinjaman (qordh). 
Ada tiga hadits yang menjelaskan akad yang dilarang untuk digabung, yaitu: 
Hadits 1 
نيتعيب نع ىهن ملسو هيلع اللها ىلص يبنلا نأ 
“Rasullulah Saw. Melarang dua akad dalam satu akad”. 
Hadits 2 
ةففص يف نيتقفص نع ىهن ملسو هيلع اللها ىلص يبنلا نأ 
“Rasullulah Saw. Melarang dua akad dalam satu akad”. 
Menuerut Dr. Nazih Hammad, di antara bentuk bai’ataian fi baiah/ shafqatain 
fi shafqah adalah bai’ al-‘inah karena subtansi akad ini adalah mensyaratkan 
terjadinya satu akad dalam akad lain (isytirath aqdin fi aqdin).  
Hadits 3 
ملسو هيلع اللها ىلص يبنلا نأ فلسو حيب نع ىهن  
“Rasullulah Saw. Melarang akad jual beli dalam pinjaman”. 
 Jual beli dan pinjaman di atasdilarang untuk digabung karena (illatnya) 
harganya menjadi tidak jelas dan karena unsur riba. 
 Para ulama menjelaskan bahwa yang dilarang adalah jika akad qardh menjadi 
akad inti dan menjadi hajat utama pelaku akad, sedangkan bai’ menjadi akad 
pelengkap. 
 Akad-akad lain seperti ijarah juga tidak dibolehkan jika digabung dengan akad 
qardh selama akad qordh menjadi akad inti. 
Dalam fatwa-fatwa DSN, jika yang terjadi sebaliknya, akad ijarah menjadi 





2) Tidak termasuk dalam hilah ribawiyah (mengubah hukum menjadi hukum 
baru). 
Hilah ribawiyah yang di maksud yaitu mengubah hukum menjadi hukum baru 
dengan cara yang tidak dibenarkan syari’ah. Seperti bai’inah, para pihak 
bertransaksi bai’ al-inah untuk mendapatkan uang dengan bunga, maka 
mengubah transaksi pinjaman menjadi transaksi jual-beli. Singkatnya ingin 
mendapatkan bunga atas pinjaman dengan modus jual beli. 
3) Tidak boleh menyebabkan riba seperti menggabungkan qardh dan akad 
mu’awadah. 
Di antara contoh menggabungkan antara qordh dengan mu’awadah, misalnya 
menjual sesuatu dengan syarat pembeli meminjamkan sesuatu kepada penjual, 
atau misalnya memberikan hadiah kepadanya, atau seperti tawarruq al-
munadzam, dan lain-lain.  
4) Akad-akad yang digabung bukan termasuk akad-akad yang tidak boleh 
digabung (karakter akadnya) atau akibat hukumnya bertentangan. Seperti 
antara hibah dan jual beli. 
Di antara contohnya, menggabungkan antara akad jual-beli dan hibah, seperti 
memberi barang kepada seseorang, kemudian menyewakannya kepada pihak 
pemberi tersebut, menggabungkan akad mudharabah dan qardh, 
menggabungkan antara akad sharf dan akad ju’alah, menggabungkan antara 
akad ijarah dan akad bai’. 
Dalam fiqh, akad-akad pelengkap diberikan dispensasi, berbeda dengan akad-
akad inti. Oleh karena itu, banyak hal yang dilarang dalam akad-akad inti, 
tetapi diperbolehkan terjadi dalam akad-akad pelengkap. 
Yang di maksud akad pelengkap adalah suatu akad yang bukan menjadi target 
atau maksud inti. Ketentuan ini berdasarkan ‘urf  dan keterangan para ahli 
dengan syarat mendapatkan pengawas syari’ah berdasarkan kaidah: 
 أُوقُعألا أِيفَُرَفت أُغي ُل أَص ألْا.َِداِرفأن ِ ألااَو ِل َلَأِقت أس ِ ألاا َدأنِع َُرَفت أُغيَلا ام ِعاَِمت أج ِ ألاا َدأنِعِةَِعب اَّتلاَو ِةَِّين أم ِّضلاِد  
“Pada prinsipnya, akad-akad pelengkap di tolerir hal-hal terlarang yang tidak 








2.1 Jenis Penelitian 
Jenis  penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan, karena 
penelitian ini merupakan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Umrah 
Merdeka Pada Aplikasi Buatan Pt. Veritra Sentosa Internasional (studi kasus Di 
Surakarta). 
2.2 Pendekatan Penelitian 
Secara definitif, pendekatan diartikan sebagai cara mendekati, cara 
menjinakkan, sehingga hakikat objek dapat diungkapkan sejelas mungkin.
7
 
Pendekatan yang akan digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan pendekatan fenomenologis dan normatif, fenomenologis sendiri 
dapat dilihat dari fenomena dari keinginan masyarakat dalam kemudahan untuk 
melaksanakan ibadah Umrah , sedangkan normatif dapat dilihat dari mekanisme 
dan pelaksanaan dalam melakukan ibadah Umrah . 
2.3 Sumber Data 
Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari 
sumber pertamanya.
8
adapun yang menjadi sumber data primer dalam 
penelitian adalah beberapa orang yang mitra yang telah bergabung di Paytren 
yang berada di grup BE POSITIVE Paytren di Surakarta.  
b. Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai 
penunjang dari sumber pertamanya.
9
 Adapun sumber dari data sekunder 
adalah berupa dari buku-buku, sumber ilmiah, maupu literature-literatur yang 
berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian 
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2.4 Metode Pengumpulan Subyek 
Dalam penelitian kualitatif, tidak diperlukan metode penentuan subjek, hanya 
cukup menjelaskan siapa atau apa yang menjadi subjek penelitian. Yakni yang 
menjadi subyek penelitian dalam skripsi ini adalah  mitra yang telah bergabung di 
Paytren yang berada di grup BE POSITIVE Paytren di Surakarta. 
2.5 Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
2.5.1 Wawancara dan Quesioner 
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau 
pewawancara dengan si penjawab atau responden
10
 dengan menggunakan alat 
yang dinamakan guide (panduan wawancara). Wawancara ini akan di lakukan 
secara terstruktur, karena di Surakarta ada beberapa team Paytren maka penulis 
akan mengambil salah satu dari team di Surakarta yang akan dijadikan obyek 
untuk melakukan penelitian. Team tersebut adalah Paytren yang berada di Korwil 
NRT Paytren Solo.  
Queisioner adalah pengumpulan data yang dilakukan secara tertulis.
11 
Selain 
dengan wawancara penulis juga ingin melakukan pengumpulan data dengan cara 
kueisioner kepada beberapa orang yang mitra yang telah bergabung di Paytren 
yang berada di Korwil team NRT Paytren Solo, yang anggotanya kurang lebih 
adalah 200 Orang dan data yang akan di ambil adalah sekitar 10% dari jumlah 
anggota tersebut.  
2.5.2 Dokumentasi . 
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Dokumentasi, dari asal katanya dokumen artinya barang-barang tertulis.
12
 
Adapun penulis akan  mengumpulkan data dengan cara mencatat, mengambil 
gambar secara langsung dan melihat dari sumber-sumber kepustakaan terkait 
obyek yang akan di teliti oleh penulis. 
 
2.6 Metode Analisi Data 
Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, 
karena dengan analisalah, data tersebut dapat di beri arti dan makna yang berguna 
dalam memecahkan masalah penelitian.
13
 Metode analisis data yang dilakukan 
oleh penulis adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan berfikir 
deduktif setelah semua data terkumpul. Adapun analisa metode yang dilakukan 
adalah dengan melihat dalil-dalil secara umum yang berkaitan dengan Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Sistem Umrah Merdeka Pada Aplikasi Buatan Pt. Veritra 
Sentosa Internasional (studi kasus Di Surakarta), sehingga keumumannya tersebut 
dapat bukti secara khusus. 
3 HASIL DAN PEMBAHASAN 




Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat surakarta memilih 
paytren sebagai perantara untuk melakukan ibadah umrah. 
1) Adanya pembagian rabat nasional perminggu. 
2) Sistem pembayaran umrahnya tidak terbatas oleh waktu, bisa dilakukan kapan 
saja. 
3) Mendapatkan poin yang bisa di akumulasikan, dan dapat ditukarkan dengan 
umrah gratis. 
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4) Financial dan komunitas yang positif dan sifatnya jelas, serta komisi dari 
penjualan umrah yang di berikan dari perusahaan jelas, apabila bisa 
mensponsori orang lain untuk ikut umrah. 
5)  Mudah proses untuk melakukan perjalanan umrahnya, bayar booking seat bisa 
di cicil, dan bisa menentukan sendiri jadwal untuk pemberangkatan umrahnya. 
6) Karena dengan ikut program umrah, kita dapat biaya konpensasi dan bisa 
menjadi sponsor umrah. 
7) Bisa membantu teman yang ingin segera umrah dengan biaya murah atau 
bahkan bisa gratis. 
8) Bisa membayar umrah dengan hanya membayar booking seatnya saja. 
 
3.2 Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Umrah Merdeka Pada Aplikasi 
Paytren Di Surakarta 
3.2.1 Ketentuan hukum multiakad 
Pada prinsipnya, multiakad itu dibolehkan dalam fiqih Islam jika 
memenuhi syarat-syaratnya karena beberapa alasan berikut: 
a) Tidak ada qoidah yang melarang ‘uqud mustahdatsah, sesuai dengan qoidah: 
َاب ألْاِءَاي أَش ألْا أِيف ُل أَص ألْا َّتَُحةَحي  ِميِر أحَّتلا َىلَع ُلأِيل َّدلا ُّل َُدي .  
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 
mengharamkannya.” 
 
b) Maqasid disyariatkannya akad-akad tersebut adalah memperjelas hak dan 
kewajiban para pihak akad, sehingga setiap pihak mendapatkan haknya tanpa 
didzalimi. Nash-nash Al-Qur’an dan Al-Hadits menyebutkan beberapa akad-
akad seperti jual beli, rahn dan lain-lain, kemudian para ulama menjelaskan 
rukun, syarat dan ketentuan hukum akad-akad tersebut. Akad yang di sebutkan 
dalam kitab turats itu adalah transaksi yang muncul sesuai dengan hajat 
masyrakat pada saat itu. Jika masyarakat saat ini membutuhkan akad baru 





ketentuan pokok (tswabit) dalam masalah mu’amalat , diantaranya wudhuh, 
adil dan tidak ada dalil yang melanggar. 
c) Dengan alasan pertama dan kedua di atas, jumhur ulama menegaskan bahwa 
jika setiap unsur akad yang ada dalam multiakad itu hukumnya sah, maka 
gabungan akad tersebut itu sah juga (qiyas al-majmu’ ala ahadiha). 
Atas dasar ini, Hanabilah dan Syafi’iyah membolehkan multiakad sebagaimana 
Ibnul Qayyim mengatakan: 
 َو ِد أُوقُعألا أِيف ُل أَص ألْاَواََذهَو ُهأنَع َىَهن أَوأ ُعِرا َّشلا َُهَلطأَبأاَم َِّلاُإة َّحِصلا ِط أوُر ُّشلا  َُوه  ُل أَوقلا
. ُحأيِح َّصلا 
“Pada prinsipnya, setiap akad dan syarat yang disepakati dala akad itu 
hukumnya sah kecuali akad dan syarat yang dilarang syara’. Inilah pendapat 
yang benar”. 
 Dari dasar ketentuan hukum multiakad di atas adalah sesuai dengan yang di 
terapkan oleh Pt. Veritra Sentosa Internasional. Adapun  pernyataan Bapak Andi 
Faisal selaku ketua Korwil Paytren team NRT Solo, agar tidak terjadinya riba 
dikemudian hari yang membuat jamaah haknya tanpa didzalimi yang di sebabkan 
oleh naik turunya nilai tukar mata uang karna tidak ada batasan waktu pelunasan 
biaya umrah maka setelah pembayaran lunas Booking seat senilai Rp 3.500.000 
(tiga juta lima ratus ribu rupiah), Pt. Veritra Sentosa Internasional menetapkan 
untuk pelunasan pembiayaan umrah dengan nilai PUT dari keberhasilan mitra 
paytren yang mensposori mitra lainnya yang, karena nilai PUT bisa berubah 
sewaktu waktu mengikuti nilai harga tukar mata uang sehingga mitra tidak akan di 
rugikan dan terhindar dari riba >.
15
 
3.2.2 Adapun analisis kriteria multiakad dan penerapan sistem umrah yang di 
terapkan pada Paytren dari Pt. Veritra Sentosa Internasional adalah sebagai 
berikut:  
a) Tidak ada dalil yang melarang ‘uqud mustahdatsah, sesuai dengan dalil: 
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َاب ألْاِءَاي أَش ألْا أِيف ُل أَص ألْا ُةَح َىلَع ُلأِيل َّدلا ُّل َُدي َّتَح  ِميِر أحَّتلا .  
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada 
dalil yang mengharamkannya.” 
Pelaksanaan sistem umrah yang di terapkan pada Paytren dari Pt. Veritra 
Sentosa Internasional terdapat dua akad dalam satu transaksi yaitu akad qord 
dengan akad ija>rah. Menurut Bapak Sapardi sebenarnya sistem Umrah di Paytren 
itu sangar ringan dalam pembiayayaanya, pembiayaan tersebut adalah dengan 
melakukan pembayaran booking seat senilai Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus 
ribu rupiah) bisa di bayar secara tunai maupun di cicil,
16
 kemudian untuk 
melunasi sisa pembayaran umrah merdeka, mitra bisa mensposori umrah orang 
lain untuk mendapatkan Point Umrah Treni (PUT) sebesar 93000, kemudian bisa 




Dari analisis sistem di atas maka akad tersebut tidak bertentangan dengan 
dalil di atas karena Pt. Veritra Sentosa Internasional membantu para jamaahnya 
yang kesulitan dalam pembiayaan umrah bisa melunasinya dengan mensponsori 
jamaah lain. 
Menurut al-‘Imrâni walaupu penggabungan qord dan ija>rah ini dilarang namun 
tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak 
ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui qard. 
Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa 
waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang 
waktu qard tersebut.  Yang demikian hukumnya boleh.    
b) Akad yang dilakukan tidak termasuk dalam hi>lah ribawiyah (mengubah hukum 
menjadi hukum baru). 
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Dalam hal ini sistem umrah paytren dari Pt. Veritra Sentosa Internasional tidak 
memberlakukan pinjaman menjadi transaksi jual beli, atau singkatnya ingin 
mendapat bunga atas pinjaman dengan modus jual beli. 
Dari analisis sistem di atas maka tidak bertentangan dengan hukum Islam, 
karena di Pt. Veritra Sentosa Internasional untuk bisa pergi umrah tidak ada 
pemaksaan dari pihak manapun, sesuai kemampuan dari masing-masing mitra itu 
sendiri.  
Ibn Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang 
memberikan qard (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembali kecuali 
sejumlah qard yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas qard baik 
dengan hi>lah atau lainnya. Demikian pula dengan jual beli disyariatkan bagi orang 
yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan harganya, 
dan dilarang bagi yang bertujuan riba > fadhl atau riba > nasa', bukan bertujuan pada 
harga dan barang. 
c) Akad yang dilakukan tidak boleh menyebabkan ri>ba (menggabungkan Qard 
dengan akad mu’awadah). 
Dalam hal ini sistem umrah paytren dari Pt. Veritra Sentosa Internasional tidak 
mensyaratkan para mitranya untuk bisa mensponsori orang lain untuk melakukan 
umrah agar bisa umrah gratis, namun paytren dari Pt. Veritra Sentosa 
Internasional menerima apabila ada mitra yang mensponsori orang lain untuk 
melakukan umrah, dengan tujuan untuk mempermudah mitra untuk umrah. 
Analisis dari sistem di atas adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam, 
karena keuntungan mitra yang mensponsori mitra lain telah di perhitungkan 
keuntungannya sehingga tidak menimbulkan jalannya riba.  Adapun keuntungan 
dari kedua belah pihak adalah dari pihak Pt. Veritra Sentosa Internasional 
mendapat peserta umrah sedangkan dari pihak mitra yang mensponsori secara 
langsung akan mendapatkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1000 





415.000,- (empat ratus lima belas ribu) dan 2000 (dua ribu) PUT untuk penjual 
paket yang belum melunasi booking seat.        
d) Akad yang dilakukan bukan termasuk akibat hukum yang bertentangan. 
(menggabungkan hibah dengan jual beli). 
Didalam paytren  pada Pt Veritra Sentosa Internasional yang berkaitan dengan 
umrah tidak ada akad yang di gabungkan antara hibah dan jual beli. 
Dari analisis diatas tidak bertentangan dengan hukum Islam karena paytren 
sendiri merupakan alat untuk transaksi bayar-membayar dan beli-membeli, bukan 
untuk alat hibah. 
Dalam fiqh, akad-akad pelengkap diberikan dispensasi, berbeda dengan akad-
akad inti. Oleh karena itu, banyak hal yang dilarang dalam akad-akad inti, tetapi 
diperbolehkan terjadi dalam akad-akad pelengkap. 
Yang di maksud akad pelengkap adalah suatu akad yang bukan menjadi target 
atau maksud inti. Ketentuan ini berdasarkan ‘urf  dan keterangan para ahli dengan 
syarat mendapatkan pengawas syari’ah berdasarkan kaidah: 
 َُرَفت أُغيَلا ام ِعاَِمت أج ِ ألاا َدأنِعِةَِعب اَّتلاَو ِةَِّين أم ِّضلاِد أُوقُعألا أِيفَُرَفت أُغي ُل أَص ألْا ِ ألاا َدأنِع  ِل َلَأِقت أس
.َِداِرفأن ِ ألااَو 
 “Pada prinsipnya, akad-akad pelengkap di tolerir hal-hal terlarang yang tidak 
bisa ditolerir ketika berdiri sendiri”.  
Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang 
berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau 
bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad 
salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli 
adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan 
untung-rugi, sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek 





melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual 
beli dengan ju’a>lah, sharf, musa>qah, syirkah, qira>dh, atau nikah. 
Meski demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non-
Malikiyah membolehkan multi akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum 
dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Dari dua pendapat ini, 
pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang unggul. 
Larangan multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam 
syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini 
terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya 
berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan 
menjualnya. Akad-akad yang berlawanan (mutadha>dah) inilah yang dilarang 
dihimpun dalam satu transaksi. 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  
Adapun kesimpulan penulis dari hasil penelitian BAB I sampai BAB V 
dengan judul tinjauan hukum islam terhadap multiakad tentang sistem 
pembiayaan umrah merdeka menurut ulama Hambaliyah dan Syafi’iyah (Studi 
Kasus Aplikasi Paytren Buatan Pt. Veritra Sentosa Internasional Di Surakarta) 
adalah sebagai berikut: 
4.1.1 Sistem pembiayaan umrah merdeka pada aplikasi paytren buatan Pt. 
Veritra Sentosa Internasional terdapat dua akad di dalam satu transaksi, dua akad 
tersebut adalah akad qord dan akad ija>rah. 
4.1.2 Adapun tinjauan hukum islam terhadap multiakad tentang sistem 
pembiayaan umrah merdeka menurut ulama Hambaliyah dan Syafi’iyah (Studi 
Kasus Aplikasi Paytren Buatan Pt. Veritra Sentosa Internasional Di Surakarta) 
adalah boleh , karena Dengan alasan ulama Hanabilah dan Syafi’iyah 





 ُة َّحِصلا ِط أوُر ُّشلاَو ِد أُوقُعألا أِيف ُل أَص ألْاَو  َِّلاإ اَم  َأ ُعِرا َّشلا َُهَلطأَبأ اََذهَو ُهأنَع َىَهن أو  َُوه  ُل أَوقلا
. ُحأيِح َّصلا 
“Pada prinsipnya, setiap akad dan syarat yang disepakati dala akad itu 
hukumnya sah kecuali akad dan syarat yang dilarang syara’. Inilah pendapat 
yang benar”. 
4.1.3 Adapun analisis kriteria multiakad tinjauan hukum islam terhadap 
multiakad tentang sistem pembiayaan umrah merdeka menurut ulama Hambaliyah 
dan Syafi’iyah (Studi Kasus Aplikasi Paytren Buatan Pt. Veritra Sentosa 
Internasional Di Surakarta) adalah sebagai berikut: 
a) Tidak ada dalil yang melarang ‘uqud mustahdatsah, sesuai dengan dalil: 
 أِيف ُل أَص ألْاَاب ألْاِءَاي أَش ألْا.ِميِر أحَّتلا َىلَع ُلأِيل َّدلا ُّل َُدي َّتَُحةَح  
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 
mengharamkannya.” 
Pelaksanaan sistem umrah yang di terapkan pada Paytren dari Pt. Veritra 
Sentosa Internasional terdapat dua akad dalam satu transaksi yaitu akad qord 
dengan akad ija>rah. Menurut Bapak Sapardi sebenarnya sistem Umrah di Paytren 
itu sangar ringan dalam pembiayayaanya, pembiayaan tersebut adalah dengan 
melakukan pembayaran booking seat senilai Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus 
ribu rupiah) bisa di bayar secara tunai maupun di cicil, kemudian untuk melunasi 
sisa pembayaran umrah merdeka, mitra bisa mensposori umrah orang lain untuk 
mendapatkan Point Umrah Treni (PUT) sebesar 93000, kemudian bisa di tukarkan 
dengan umrah gratis setelah tercapainya target  point yang telah di tentukan. 
Dari analisis sistem di atas maka akad tersebut tidak bertentangan dengan 
dalil di atas karena Pt. Veritra Sentosa Internasional membantu para jamaahnya 
yang kesulitan dalam pembiayaan umrah bisa melunasinya dengan mensponsori 
jamaah lain. 
b) Akad yang dilakukan tidak termasuk dalam hilah ribawiyah (mengubah hukum 





Dalam hal ini sistem umrah paytren dari Pt. Veritra Sentosa Internasional tidak 
memberlakukan pinjaman menjadi transaksi jual beli, atau singkatnya ingin 
mendapat bunga atas pinjaman dengan modus jual beli. 
Dari analisis sistem di atas maka tidak bertentangan dengan hukum Islam, 
karena di Pt. Veritra Sentosa Internasional untuk bisa pergi umrah tidak ada 
pemaksaan dari pihak manapun, sesuai kemampuan dari masing-masing mitra itu 
sendiri.    
c) Akad yang dilakukan tidak boleh menyebabkan riba> (menggabungkan Qard 
dengan akad mu’awadah). 
Dalam hal ini sistem umrah paytren dari Pt. Veritra Sentosa Internasional tidak 
mensyaratkan para mitranya untuk bisa mensponsori orang lain untuk melakukan 
umrah agar bisa umrah gratis, namun paytren dari Pt. Veritra Sentosa 
Internasional menerima apabila ada mitra yang mensponsori orang lain untuk 
melakukan umrah, dengan tujuan untuk mempermudah mitra untuk umrah. 
Analisis dari sistem di atas adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam, 
karena keuntungan mitra yang mensponsori mitra lain telah di perhitungkan 
keuntungannya sehingga tidak menimbulkan jalannya riba.  Adapun keuntungan 
dari kedua belah pihak adalah dari pihak Pt. Veritra Sentosa Internasional 
mendapat peserta umrah sedangkan dari pihak mitra yang mensponsori secara 
langsung akan mendapatkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1000 
(seribu) PUT untuk penjual paket yang sudah melunasi booking seat dan Rp. 
415.000,- (empat ratus lima belas ribu) dan 2000 (dua ribu) PUT untuk penjual 
paket yang belum melunasi booking seat. 
d) Akad yang dilakukan bukan termasuk akibat hukum yang bertentangan. 
(menggabungkan hibah dengan jual beli). 
Didalam paytren  pada Pt Veritra Sentosa Internasional yang berkaitan dengan 






Dari analisis diatas tidak bertentangan dengan hukum Islam karena paytren 
sendiri merupakan alat untuk transaksi bayar-membayar dan beli-membeli, bukan 
untuk alat hibah. 
4.2 Saran-Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas penulis mencoba memberikan saran sebagai 
berikut : 
4.2.1 Bagi mitra paytren yang ingin berangkat umrah. 
Bagi mitra paytren yang ingin cepat berangkat umrah secara gratis maka 
disarankan untuk mengumpulkan para calon jamaah umrah sebanyak-banyaknya, 
agar umrah secara gratis dari Paytren dapat terealisasi. 
4.2.2 Bagi peneliti yang akan datang 
Bagi penelitiyang akan dating diharapkan lebih memperbanyak lagi teori 
yang di gunakan, karena penulis menyadari bahwah teori yang di pakai dalam 
skripsi ini masih belum sempurna. 
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